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ABSTRAK 

 

Pada abad ke-18 Agama Islam masuk ke wilayah Merauke dan penyebarannya 

dilakukan melalui jalur perkawinan. Dimana perempuan-perempuan suku Marind 

saat itu, dinikahi oleh orang-orang yang membawa agama Islam ke Merauke. 

Masyarakat muslim suku Marind masih menggunakan hukum waris adat yang telah 

diwariskan secara turun temurun oleh leluhur suku Marind. Kewarisan yang dianut 

oleh suku Marind yaitu sistem kekerabatan patrilineal sehingga ahli waris yang 

mendapatkan hak pengelolaan tanah adat hanya diberikan pada anak laki-laki dari 

garis keturunan laki-laki saja.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sifat 

penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, sifat penelitian tersebut 

menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan fakta 

lapangan, kemudian menganalisis, menginterpretasikan, dan membandingkannya 

menggunakan teori untuk memecahkan masalah saat ini. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang 

digunakan ialah pendekatan pluralisme hukum, yaitu cara melihat dan menganalisis 

hukum yang mengakui bahwa dalam satu wilayah sosial atau masyarakat, memiliki 

lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, bukan hanya hukum 

negara saja. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan 

menggunakan metode induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, Masyarakat adat Marind yang beragama Islam masih 

menggunakan sistem kewarisan adat terhadap pewarisan tanah ulayat. Sistem 

pembagian hak pengelolaan tanah ulayat dilakukan secara musyawarah atau 

kesepakatan bersama yang dilaksanakan di dalam rumah adat. Orang-orang yang 

terlibat dalam musyawarah tersebut yaitu pewaris dan ahli waris, ketua adat, dan 

saksi-saksi dari marga lain. Sejatinya ahli waris yang berhak mendapatkan hak 

pengelolaan dan hasil dari pengelolaan tanah ulayat yaitu anak laki-laki karena suku 

Marind menganut sistem kekerabatan patrilineal. Tetapi pada praktiknya anak 

perempuan mendapatkan hak atas pengelolaan maupun hasil dari pengelolaan tanah 

ulayat apabila saudara laki-lakinya rela membagikan bagiannya pada saudara 

perempuannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan hukum adat lebih 

mendominasi dibanding hukum Islam. 

 

Kata kunci: Waris, Hukum Adat, Tanah Ulayat, Suku Marind. 
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ABSTRACT 

 

In the 18th century, Islam entered the Merauke region and spread through 

marriage. Marind women were married to those who brought Islam to Merauke. 

The Marind Muslim community still adheres to customary inheritance laws 

passed down through generations of Marind ancestors. The Marind follow a 

patrilineal kinship system, meaning that only sons from the male line receive 

customary land management rights. 

The research method used is field research. The nature of the research used is 

descriptive analytical, the nature of the research is systematically, factually, and 

accurately describing phenomena based on field facts, then analyzing, 

interpreting, and comparing them using theory to solve current problems. Data 

collection techniques in this study were interviews and documentation. The 

approach used is the legal pluralism approach, namely a way of viewing and 

analyzing law that recognizes that in a social area or society, there is more than 

one legal system that applies simultaneously, not just state law. Data analysis in 

this study was conducted qualitatively using the inductive method. 

Based on research results, the Marind indigenous Muslim community still uses 

a customary inheritance system for the inheritance of customary land. The 

distribution of customary land management rights is carried out through 

deliberation or mutual agreement held in the traditional house. Those involved 

in the deliberation include the heir and heirs, the customary leader, and 

witnesses from other clans. In essence, the heirs who are entitled to management 

rights and the proceeds from the management of customary land are sons, as the 

Marind people adhere to a patrilineal kinship system. However, in practice, 

daughters receive rights to management and the proceeds from the management 

of customary land if their brothers are willing to share their share with their 

sisters. This indicates that customary law plays a more dominant role than 

Islamic law. 

Keywords: Inheritance, Customary Law, Customary Land, Marind Tribe. 
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MOTTO 

 

 

힘들어? 해요...해요! 할수 이써어!, 저도 하고 이쓰니까,  

우리 다 하고 이쓰니까, 캍이 해요 

 
(Zhao Yu-fan) 

 

 

The person you need to impress is really yourself 
 

(Namjoon) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa 

lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa 

Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal  

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‘ B Be ب

 Ta‘ T Te ت

 Ṡa‘ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa‘ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‘ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra‘ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain _ koma terbalik di atas_ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق
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 Kaf K Ka ك

 Lam L _el ل

 Mim M _em م

 Nun N _en ن

 Waw W W و

 Ha‘ H Ha ه

 Hamzah _ Apostrof ء

 Ya‘ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

دةَ ٌ  Ditulis muta’addidah مُتعَدَ ِّ

دَّة ٌ  Ditulis ’iddah عِّ

 

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

كْمَة ٌ  Ditulis hikmah حِّ

لَّة ٌ  Ditulis ’illah عِّ

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’Ditulis Karāmah al-Auliyā كَرَامَةٌُالْْوَْلِّياَءٌِّ

 

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah 

ditulis t atau h. 

 

 

   Ditulis Zakāt al-Fiṭr زَكَاةٌُالْفِّطْرٌِّ
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D. Vokal Pendek 

1. ----  َ̄ ---- Fathah Ditulis a 

2. ----  َ_ ---- Kasrah Ditulis i 

3. ----  َ  ---- Dammah Ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

1.  Fatḥah + alif 

   إستحسان   

Ditulis 

Ditulis 

ā 

Istiḥsān 

2.  Fatḥah + ya’ mati 

   أنثى  

Ditulis 

Ditulis 

ā 

Unśā 

3.  Kasrah + yā’ mati 

 العلواني   

Ditulis 

Ditulis 

ī 

al-‘Ālwānī 

4.  Ḍammah + wāwu mati 

 علوم   

Ditulis 

Ditulis 

û 

‘Ulûm 

 

F. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + ya’ mati 

 غيرهم

Ditulis 

Ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 قول

Ditulis 

Ditulis 

au 

Qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 

Apostrof 
 

 

 

 Ditulis a’antum            أأنتم

 Ditulis u’iddat            أعدت

شكرتم لئن             Ditulis la’in syakartum 
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H. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis Al-Qur’ān القرآن

 Ditulis al-Qiyās القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 Ditulis ar-Risālah الرسالة

 ’Ditulis an-Nisā النساء

 

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

الرأي أهل  Ditulis Ahl ar-Ra’yi 

السنة أهل  Ditulis Ahl as-Sunnah 

 

J. Pengecualian 

Sistem trasliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan 

sebagainya. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

c. Nama Pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, 

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Harta warisan adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal 

lalu dibagikan kepada ahli warisnya. Harta warisan biasanya berupa 

harta benda bergerak maupun tidak bergerak. Pembagian harta waris 

punya cara pembagian tersendiri dalam masing–masing hukum. Dalam 

hukum Islam, pembagian harta waris dibagikan secara individual dan 

mempunyai porsi hitungannya masing–masing. Hukum Islam tidak 

membeda–bedakan ahli waris baik laki–laki maupun Perempuan, tetapi 

memang ada pembedaan dalam porsi perhitungan dalam setiap individu 

tergantung pada hubungan antara ahli waris dan pewaris.1 

Dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbicara tentang waris 

menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak 

perempuan. Apabila ada dua atau lebih anak perempuan maka bagian 

yang didapat dua pertiga harta peninggalan. Apabila anak perempuan itu 

hanya seorang maka bagian yang didapat setengah dari harta 

peninggalan. Bagi kedua orang tuanya mendapat bagian masing-masing 

seperenam jika pewaris memiliki anak. Apabila pewaris tidak memiliki 

anak maka ibunya mendapat sepertiga bagian. Apabila pewaris memiliki 

saudara maka ibunya mendapat seperenam bagian. Semua itu dibagikan 

                                                        
1 H.M. Anshary MK, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 2013), hlm. 12 



2 
 

 

setelah membayar hutang dan wasiat pewaris.2 

Berbeda dengan hukum Islam, hukum adat memiliki pembagian 

masing-masing dalam setiap daerah. Ada beberapa daerah yang 

mewariskan harta warisannya berupa pusaka, dimana pusaka ini bisa 

berupa barang, tanah, maupun bangunan. Biasanya pembagian pusaka 

hanya diwariskan kepada salah seorang ahli waris yang memang 

dicalonkan untuk memimpin suku adat tertentu kedepannya.  Hal ini 

juga tergantung kepada adat istiadat setiap daerah karena setiap daerah 

memiliki sistem pewarisan yang berbeda-beda, ada yang menganut 

sistem patrilineal, matrilineal maupun bilateral. Selain itu, sistem 

pembagiannya berbeda-beda setiap daerah, ada yang menggunakan 

sistem pewarisan kolektif, ada juga yang mayorat, dan ada yang 

menggunakan sistem individual.3 

Pada beberapa daerah sistem kewarisan adatnya dilakukan 

secara kolektif. Seperti di Minangkabau, Maba Utara dan Bulukumba. 

Sistem kewarisan yang digunakan Masyarakat Minangkabau, Maba 

Utara dan Bulukumba yaitu adat, walapun rata-rata masayarakat 

Minangkabau, Maba Utara dan Bulukumba beragama Islam tetapi 

pembagian warisnya menggunakan hukum adat. Sistem pembagian 

warisan di Minangkabau terbagi menjadi 2 jenis yaitu Harta Pusaka 

Tinggi dan Harta Pusaka Rendah. Harta Pusaka Tinggi ini dibagi secara 

                                                        
2 An-Nisa (4): 11 
3 Agusta Pinta Kurnia Rizky dan Aris Prio Agus Santoso, Pengantar Hukum Adat 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2025), hlm. 92-93. 
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kolektif dan berdasarkan hukum adat Minangkabau, sedangkan Harta 

Pusaka Rendah di bagi berdasarkan hukum Islam secara individual. 4 

Sedangkan, sistem pembagian warisan di daerah Maba Utara, 

khususnya Desa Patlean, dilakukan secara kolektif, tapi hanya pada 

harta waris berupa kebun kelapa, harta waris selain itu, dibagi secara 

rata sesuai hukum adat.5 Pada daerah Bulukumba sendiri, memberikan 

harta waris yang berbeda pada anak Perempuan dan anak laki-laki. Anak 

laki-laki akan diwariskan pertanian dan peternakan dari orangtuanya, 

sistem yang diberlakukan pada anak laki-laki yaitu sistem kolektif 

bergilir apabila dalam satu keluarga memiliki lebih dari satu anak laki-

laki. Sedangkan bagi anak perempuan akan diwariskan rumah dan 

segala isinya, sistem yang diberlakukan bagi anak Perempuan yaitu 

sistem individual, dimana harta waris dibagi secara merata.6 

Dominannya peran adat dalam mengatur pewarisan di berbagai 

daerah tersebut menunjukkan bahwa konsep warisan tidak hanya 

berkaitan dengan harta benda, tetapi juga dengan nilai-nilai kultural 

yang melekat pada tanah. Bagi masyarakat adat di Indonesia, tanah 

memiliki makna yang sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan, 

identitas, dan kepercayaan. Tanah juga menjadi tempat terjadinya 

                                                        
4 Eric, “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di 

dalam Masyarakat Minangkabau," Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 3:1 

(April 2019). 
5 Rajib Ramli Ahad, “Sistem Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Waris 

Islam dan Hukum Adat Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur),” 

Skripsi Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018). 
6 Egarianti Nuh dkk, “Effectiveness of the Implementation of Kajang Bulukumba 

Indigenous People’s Inheritance Law,” Meraja journal, Vol. 3:3 (November 2020), hlm. 65. 
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hubungan antarmanusia, budaya, dan keyakinan yang turun temurun 

dari generasi ke generasi. Dalam konteks suku Marind yang tinggal di 

wilayah Merauke, Papua Selatan, tanah ulayat memiliki arti yang sangat 

sakral. Tanah ulayat bukan hanya milik seseorang secara pribadi, tetapi 

milik bersama yang dikuasai oleh suatu marga atau klan tertentu dan 

diturunkan secara adat. Cara pewarisan tanah ulayat ini diatur oleh 

aturan adat yang sudah ada dan berkembang sejak lama, jauh sebelum 

adanya negara dan sistem hukum yang resmi.7 

Namun, bersamaan dengan perubahan sosial, masuknya agama 

Islam dalam lingkungan suku Marind membuat beberapa anggota 

keluarga suku Marind memeluk agama Islam. Hal ini menjadi 

pembahasan yang menarik untuk dikaji, bagaimana pewarisan tanah 

ulayat dalam adat suku Marind di Merauke khususnya bagi keluarga 

suku Marind yang memeluk agama Islam. Melihat pada daerah lain 

seperti Minangkabau, Maba Utara dan Bulukumba yang masyarakatnya 

mayoritas beragama Islam tetap menggunakan hukum waris adat 

masing-masing. Walaupun adanya perubahan sosial pada lingkungan 

keluarga suku Marind, tetapi pada kenyataannya dalam pembagian harta 

waris khususnya pada tanah ulayat suku Marind masih memegang teguh 

nilai-nilai adat. Dimana pembagian harta waris berupa tanah ulayat 

dibagi secara kolektif kepada ahli waris laki-laki. Bagi ahli waris 

                                                        
7 Yuldiana Zesa Azis dan Ahmad Ali Muddin, “Revitalisasi Hukum Waris Adat dalam 

Masyarakat Marind: Penguatan Nilai Lokal di Papua Selatan,” Jurnal Hukum Cassowary, Vol. 2:1 

(Juni 2025), hlm. 28. 
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Perempuan tidak mendapatkan hak waris atas tanah ulayat karena 

dianggap akan keluar dari keluarga suku Marind saat sudah menikah. 

Meskipun anak Perempuan tidak mendapatkan hak atas tanah ulayat, 

anak Perempuan yang belum menikah masih bisa mendapatkan hak atas 

hasil dari pengelolaan tanah ulayat.8 Dengan begitu, seperti pembagian 

waris pada beberapa daerah yang sudah dipaparkan diatas, walaupun 

masyarakatnya memeluk agama islam, tetapi hukum adat didaerah 

masing-masing masih tetap terikat pada kehidupan masyarakatnya. 

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan maka 

penulis menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengelolaan 

Tanah Ulayat Pada Keluarga Muslim Suku Marind”. Dengan 

melakukan penelitian yang mendalam, dapat mengetahui bagaimana 

pengelolaan tanah ulayat pada keluarga muslim suku Marind, apakah 

agama Islam memengaruhi pengelolaan tanah ulayat pada suku Marind 

secara adat yang telah dilakukan sejak dahulu. Harapan dari penelitian 

ini adalah bisa memberikan sumbangan nyata dalam mengetahui 

pengelolaan tanah ulayat pada suku Marind khususnya yang beragama 

Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan masalah-

masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini. Rumusan masalah ini 

                                                        
8 Mochammad Ilham Sardi Sufri, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku 

Malind di Kabupaten Merauke Papua,” Skripsi Universitas Hasanuddin, (2015), hlm. 63. 
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akan membantu mengarahkan penelitian agar lebih terfokus dan terarah. 

Adapun rumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan tanah ulayat yang dilakukan oleh ahli waris 

suku Marind yang beragama Islam? 

2. Bagaimana peranan hukum adat dan hukum Islam terhadap 

pembagian waris tanah ulayat pada keluarga Muslim suku Marind? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengelolaan tanah ulayat yang dilakukan oleh 

ahli waris suku Marind yang beragama Islam di Merauke secara 

terperinci. 

b. Untuk peranan hukum adat dan hukum Islam terhadap 

pembagian waris tanah ulayat pada keluarga Muslim suku 

Marind. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan juga literatur tentang pengelolaan tanah ulayat yang 

dilakukan oleh ahli waris muslim suku Marind dan juga peranan 

hukum adat dan hukum Islam terhadap pembagian waris tanah 
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ulayat pada keluarga Muslim suku Marind. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya bagi para peneliti, akademis, dan mahasiswa yang 

sedang melakukan studi. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan menambah wawasan bagi masyarakat dalam rangka 

memahami pengelolaan tanah ulayat yang dilakukan oleh ahli 

waris suku Marind yang beragama Islam di Merauke kemudian 

memahami bagaimana peranan hukum adat dan hukum Islam 

terhadap pembagian waris tanah ulayat pada keluarga Muslim 

suku Marind. 

 

D. Telaah Pustaka 

Pada telaah pustaka ini penulis akan menjabarkan beberapa penelitian 

terdahulu yang pembahasannya mirip dengan pembahasan tentang 

pewarisan tanah ulayat yang dilakukan secara kolektif, khususnya pada 

suku Marind. Penelitian yang akan penulis ambil yaitu berfokus pada 

Pengelolaan dan pembagian hasil dari pengelolaan tanah ulayat pada 

keluarga muslim suku Marind. 

Penelitian berupa skripsi tentang pelaksanaan pewarisan tanah 

ulayat dalam adat suku Marind telah dilakukan oleh Mochammad Ilham 

Sardi Sufri dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut 
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Adat Suku Malind di Kabupaten Merauke Papua”. Skripsi ini 

membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembagian warisan menurut 

adat suku Malind di Merauke secara lebih dalam. Hasil dari penelitian 

ini menjelaskan bahwa pewarisan tanah ulayat hanya diwariskan kepada 

ahli waris laki-laki saja. Sedangkan untuk ahli waris perempuan tidak 

dapat mewarisi tanah ulayat karena apabila perempuan tersebut menikah, 

maka ia akan keluar dari keluarganya.9 

Selain itu, ada juga jurnal tentang revitalisasi hukum waris adat 

pada suku Marind yang ditulis oleh Yuldiana Zesa Azis dan Ahmad Ali 

Muddin dengan judul “Revitalisasi Hukum Waris Adat dalam 

Masyarakat Marind: Penguatan Nilai Lokal di Papua Selatan”. Jurnal 

ini membahas tentang Upaya revitalisasi nilai-nilai lokal hukum waris 

adat suku Marind di tengah arus modernisasi dan dominasi negara. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sistem waris adat Marind tengah 

mengalami tekanan akibat individualisasi hak, penetrasi investasi, serta 

lemahnya regenerasi nilai-nilai budaya. Revitalisasi hukum waris adat 

dipandang penting sebagai strategi memperkuat identitas budaya lokal, 

memperkuat kedudukan hukum adat dalam sistem pluralisme hukum 

Indonesia, dan mencegah marginalisasi masyarakat adat.10 

                                                        
9 Ibid 
10  Yuldiana Zesa Azis dan Ahmad Ali Muddin, “Revitalisasi Hukum Waris Adat dalam 

Masyarakat Marind: Penguatan Nilai Lokal di Papua Selatan.” 
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Kemudian skripsi yang ditulis oleh Rizka Azelia dengan judul 

“Dominasi hukum adat terhadap hukum Islam (studi terhadap 

pembagian warisan Masyarakat muslim suku Lamaholot di Desa 

Lohayong Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi 

Nusa Tenggara Timur)”, skripsi ini membahas tentang dominasi hukum 

adat terhadap hukum Islam, dimana Masyarakat muslim suku 

Lamaholot masih menggunakan hukum adat dalam masalah waris. 

Dalam sistem pewarisan pada suku Lamaholot di Desa Lohayong, 

sistem waris yang digunakan yaitu sistem waris mayorat, dimana anak 

laki-laki sulung atau anak laki-laki tertua menjadi pewaris tunggal atas 

harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.11 

Selanjutnya penelitian berupa Skripsi yang dilakukan oleh Rajib 

Ramli Ahad dengan judul “Sistem Pembagian Harta Warisan (Studi 

Komparasi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Desa Patlean, 

Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur)”. Skripsi ini 

membahas tentang implementasi hukum waris adat di Desa Patlean, 

Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur. Hasil dari 

penelitian dimana masyarakatnya memilih menggunakan hukum adat 

dibanding hukum Islam, padahal mayoritas Masyarakat Maba Utara 

beragama Islam. Sistem kewarisan yang diberlakukan yaitu sistem 

                                                        
11 Rizka Azelia, “Dominasi hukum adat terhadap hukum Islam (studi terhadap pembagian 

warisan Masyarakat muslim suku Lamaholot di Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur 

Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, (2019). 
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kolektif untuk harta waris berupa kebun kelapa, sedangkan harta waris 

selain itu dibagi secara individual menggunakan hukum adat 

masyarakatnya.12 

Kemudian Jurnal yang di tulis oleh Egarianti, Syahruddin Nawi, 

dan Sukarno Aburaera dengan judul “Effectiveness of The 

Implementation of Kajang Bulukumba Indigenous People’s Inheritance 

Law”, membahas tentang Efektivitas pelaksanaan hukum waris adat 

masyarakat Kajang Bulukumba. Hasil dari penelitian ini menemukan 

fakta bahwa pelaksanaan hukum waris adat Masyarakat Kajang 

Bulukumba cukup efektif. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa 

sistem kewarisan antara anak laki-laki berbeda, dimana anak laki-laki 

diberlakukan sistem kolektif bergilir dengan harta waris berupa 

pertanian dan perternakan, sedangkan anak Perempuan diberlakukan 

sistem waris individual berupa rumah dan segala isinya.13 

Selain itu, ada juga jurnal yang ditulis oleh Nining Gilang 

dengan judul “Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif 

Hukum Adat dan Hukum Islam” yang membahas tentang konsep 

kewarisan pusako tinggi dalam dua perspektif yang berbeda yaitu 

penyelesaian suatu sengketa adat khususnya harta pusaka, masyarakat 

Minagkabau dapat menyelesaikan sengketa adat melalui Kerapadatan 

                                                        
12 Rajib Ramli Ahad, “Sistem Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Waris 

Islam dan Hukum Adat Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur).” 
13 Egarianti Nuh dkk, “Effectiveness of the Implementation of Kajang Bulukumba 

Indigenous People’s Inheritance Law.” 
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Adat Nagari untuk sengketa diluar pengadilan dan sifatnya bukan 

memutuskan hasil sengketa tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat 

yang terjadi.14 

Terakhir, ada penelitian yang ditulis oleh Eric dengan judul 

“Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian 

Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau”. Jurnal ini membahas 

tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam 

pembagian warisan di masyarakat Minangkabau. Penelitian ini 

mengkaji bagaimana sistem hukum waris di Indonesia yang plural dan 

belum seragam, khususnya di masyarakat Minangkabau yang menganut 

sistem kekerabatan matrilineal dan sistem perkawinan exogamie 

semenda. Pembagian warisan di sana menggunakan dua sistem hukum 

yaitu, hukum adat untuk harta pusaka tinggi yang bersifat kolektif dan 

tidak dibagi habis, serta hukum Islam (hukum faraid) untuk harta pusaka 

rendah yang dapat dibagi secara individual. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau, hubungan antara 

hukum adat dan hukum Islam sangat erat dan saling melengkapi. 

Keputusan pembagian warisan disepakati berdasarkan rapat dan 

seminar adat yang diadakan pada tahun 1952 dan 1968. Harta pusaka 

tinggi seperti rumah gadang dan tanah diwariskan menurut hukum adat 

dengan sistem kolektif, sedangkan harta pusaka rendah seperti 

                                                        
14 Nining Gilang Sari, “Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat 

dan Hukum Islam,” Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2:3 (2024), 
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penghasilan keluarga diwariskan menurut hukum Islam dengan sistem 

individual. Pembagian warisan harus berdasarkan prinsip, asas, dan 

ketentuan hukum yang menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan 

keadilan bagi para ahli waris.15 

Dari uraian penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan 

terdapat persamaan dan juga perbedaan pembahasan dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan. Persamaan pembahasan dari penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu bagaimana Masyarakat adat di 

Indonesia membagikan atau mewariskan harta pusaka secara adat. 

Sedangkan perbedaan pembahasan terdapat pada suatu suku yang akan 

diteliti, pada penelitian terdahulu membahas tentang tanah ulayat di 

Minangkabau, Maba Utara dan Bulukumba. Pada penelitian ini akan 

berfokus pada tanah ulayat di Merauke.  

E. Kerangka Teoretik 

Kerangka teori ini disusun sebagai landasan konseptual yang mendasari 

penelitian yang akan dilakukan, agar penelitian memiliki arah yang jelas 

dan terstruktur. Melalui kerangka teori ini, penulis berusaha 

menjelaskan konsep-konsep serta teori-teori yang relevan dan menjadi 

dasar pemikiran dalam mengkaji permasalahan penelitian. 

Pada penelitian ini teori yang akan digunakan yaitu teori pluralisme 

hukum. Pluralisme hukum adalah sebuah konsep yang menjelaskan 

                                                        
15 Eric, “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di 

dalam Masyarakat Minangkabau.”  
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bahwa di dalam sebuah negara terdapat dua atau lebih sistem hukum 

yang berlaku. Dan pluralisme hukum itu hidup berdampingan pada 

lingkungan sosial Masyarakat.16  Berikut teori yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

1. Teori Legal Pluralism  

Teori pluralisme hukum yang akan digunakan pada 

penelitian ini yaitu teori “legal pluralism” atau pluralisme hukum 

milik John Griffiths. Teori ini menjelaskan bahwa di dalam suatu 

masyarakat sosial, tidak hanya terdapat satu hukum yang berjalan 

secara bersamaan. Artinya di dalam suatu negara tidak hanya hukum 

negara yang berlaku, tapi hukum di luar hukum negara juga berjalan 

bersamaan disamping itu.17 

Menurut John Griffiths Pluralisme hukum dalam tulisannya: 

by “Legal Pluralism” I mean the presence in a social field of more 

than one legal order.18 Dimana Griffiths berpendapat bahwa dalam 

suatu lingkungan sosial Masyarakat atau suatu negara, hukum yang 

berjalan tidaklah berpaku pada satu hukum saja, tetapi hukum-

hukum lain yang berasal dari lingkungan Masyarakat sendiri dapat 

berjalan berdampingan dengan hukum negara.19 

                                                        
16 Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi 

Menghadapi Era Modernisasi Hukum,” Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 6:1 (2021), 

hal. 7 
17 John Griffiths, “What is Legal Pluralism?” Journal of Legal Pluralism and Unofficial 

Law, Vol. 24:1, (1986)  
18 Ibid. 
19  M. Ramdani, “Tradisi Kaboro Co’i Perkawinanan Masyarakat Bima Perspektif Teori 

Pluralisme Hukum,” Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2025), hlm. 

50 
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Dalam teori pluralisme hukum ini, Griffiths membagi dua 

macam pluralisme hukum, yaitu weak legal pluralism (pluralisme 

hukum lemah) dan strong legal pluralism (pluralisme hukum kuat). 

a. Pluralisme Hukum Lemah (weak legal pluralism) 

Menurut Griffiths pluralisme hukum yang lemah ialah 

bentuk lain dari setralisme hukum karena meskipun suatu negara 

mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi hukum negara tetap 

mendominasi atau menjadi hukum tertinggi yang digunakan 

Masyarakat daripada hukum lainnya. 

b. Pluralisme Hukum Kuat (strong legal pluralism) 

   Konsep pluralisme Hukum Kuat menurut Griffiths lahir dari 

para ilmuwan sosial, yakni pengamatan ilmiah tentang kenyataan 

adanya keberagaman tatanan hukum yang terdapat pada kelompok 

Masyarakat. Dalam konsep ini dijelaskan bahwa suatu negara 

memiliki dua atau lebih sistem hukum yang berjalan secara 

berdampingan dan memiliki kedudukan yang sama dalam padangan 

Masyarakat, tidak ada tingkatan sistem hukum yang lebih tinggi 

derajatnya terhadap sistem hukum lain.20 

2. Teori Semi-autonomous Social Field 

  Penelitian ini juga menggunakan teori semi-autonomous 

social field milik Sally Falk Moore. Pengertian pluralisme hukum 

                                                        
20 Ibid., hal 51-52 
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dikutip Griffiths dalam artikelnya dari Moore: “Legal pluralism 

refers to the normative heterogeneiry attendant upon the fact that 

social action always takes place in a context of multiple, overlapping 

“semi autonomous social field”.21 

   Sally Falk Moore menyampaikan bahwa Kajian pluralisme 

hukum dalam studi hukum adat tidak hanya dalam konteks 

mendeskripsikan hukum adat berinteraksi dengan keteraturan 

hukum lain dalam suatu lapangan sosial semi-otonom. 22  Kajian 

pluralisme hukum dalam studi hukum adat juga dapat diamati dalam 

proses penyelesaian sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa 

ada berbagai macam pilihan hukum dan forum untuk menyelesaikan 

sengketa. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan 

yaitu penelitian melalui wawancara, observasi dan mendapatkan 

informasi secara langsung pada responden yang telah ditentukan.23 

Dengan jenis penelitian lapangan, penulis akan mewawancarai 

                                                        
21 Ibid., hal 52 
22 Sally Falk Moore, “Law and Social Change: the Semi-Autonomous Social Field as An 

Appropriate Subject of Study”, Law and Society Review, 7, 4 (1972), hlm. 722 sebagaimana 

dikutip oleh Sartika Intaning Pradhani dalam jurnal pendekatan pluralisme Hukum dalam studi 

Hukum adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional, hlm, 90. 
23 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 1 ed. (Sinar Grafika, 2022), hal. 107. 
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beberapa tokoh/kepala suku Marind, dan beberapa masyarakat suku 

Marind yang memeluk agama islam sebagai informan untuk bahan 

penelitian ini. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini pendekatan yang akan digunakan yaitu 

pendekatan pluralisme hukum. Pendekatan pluralisme hukum 

adalah pendekatan yang memahami bahwa adanya dua atau lebih 

sistem hukum yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial 

masyarakat. Pendekatan   pluralisme   hukum   relevan   untuk   

menjelaskan fenomena hukum adat karena sejak hukum adat 

menjadi suatu kajian ilmiah, hukum adat selalu berinteraksi dengan 

keteraturan hukum lain, sehingga tidak mungkin secara tegas 

membedakan antara hukum adat dan hukum agama atau menarik 

garis batas yang tegas antara hukum adat dan hukum negara.24  

Seperti pada penelitian ini yang akan meneliti bagaimana 

pengelolaan tanah ulayat yang dilakukan suku adat Marind dan juga 

pembagian hasil atas pengelolaan tanah ulayat, terutama bagi 

keluarga muslim suku Marind. Dengan kata lain, pendekatan 

pluralism hukum merupakan pendekatan yang mengkaji sistem-

sistem hukum yang berjalan secara berdampingan di dalam 

                                                        
24 Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: 

Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional," Undang: Jurnal Hukum, Vol. 

4:1 (2021), hlm. 85. 
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lingkungan sosial Masyarakat, khusunya pada keluarga muslim suku 

Marind  

3. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang 

mengungkapkan bagaimana pelaksanaan hukum di dalam 

masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.25 Dengan sifat 

yang deskriptif analitis dapat menjelaskan bagaimana fenomena 

pelaksanaan hukum yang sebenarnya terjadi di masyarakat 

khususnya bagaimana pengelolaan tanah ulayat dan pembagian hasil 

tanah ulayat yang dilakukan oleh suku adat Marind, khususnya bagi 

keluarga muslim suku Marind. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data ini diperoleh langsung melalui wawancara, observasi 

maupun dalam laporan tidak resmi, kemudian akan diolah oleh 

peneliti. 26  Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai 

tokoh/kepala suku Marind dan beberapa anggota keluarga suku 

Marind yang memeluk agama Islam terkait bagaimana 

pengelolaan tanah ulayat suku Marind menurut hukum adat suku 

Marind dan bagaimana pembagian hasil pengelolaan kepada 

anggota keluarga yang memeluk agama islam. 

                                                        
25 Ibid., hlm. 106. 
26 Ibid. 
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b. Data sekunder 

Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek 

penelitian ini,27  yaitu pengelolaan dan pembagian hasil tanah 

ulayat dalam adat suku Marind di Merauke terutama bagi 

keluarga muslim suku Marind. 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu bagian dari penelitian 

dimana data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan 

dianalisis yang selanjutnya menjadi hasil dari penelitian yang 

dikerjakan. 28  Penulis menganalisis dan mengolah data-data dari 

hasil wawancara dan observasi dari informan yang telah ditentukan. 

Sesuai dengan metode yang akan digunakan yaitu metode kualitatif 

yuridis, maka penulis akan menganalisis data-data yang telah 

didapatkan kemudian mengolah data-data tersebut menjadi hasil dan 

jawaban dari penelitian ini. 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang berisi latar belakang dari 

penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang merumuskan masalah 

apa saja yang akan diteliti, selanjutnya tujuan penelitian, manfaat 

penlitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 

                                                        
27 Ibid. 
28 Reyvan Maulid, “Kenali Metode Analisis Data Untuk Keperluan Riset,” 

https://blog.rakamin.com/kenali-jenis-metode-analisis-data-untuk-riset-atau-skripsi/, akses 6 

Oktober 2025. 
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sistematika pembahasan yang berisi tentang gambaran singkat tentang 

isi setiap bab. 

Bab Kedua, membahas tentang sistem kewarisan menurut 

hukum islam, hukum adat dan hukum perdata. Pada bab ini dijabarkan 

sistem pembagian waris pada masing-masing hukum yang mempunyai 

perbedaan aturan dalam sistem pemabgian waris. 

Bab Ketiga, membahas tentang hasil dari penelitian wawancara 

dan juga literatur. Bab ini menjelaskan profil suku Marind berupa 

Sejarah dan asal suku Marind, kemudian dijelaskan juga arti nilai tanah 

bagi suku Marind yang dianggap sangat sakral. Kemudian penjelasan 

tentang hak pengelolaan tanah adat Marind yang diwariskan pada 

keturunannya. Dan pada sub-bab terakhir menjelaskan bagaimana 

pembagian hak pengelolaan maupun hasil dari pengelolaan tanah pada 

Masyarakat adat Marind, khususnya yang beragama Islam. 

Bab keempat, bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap hasil 

penelitian dengan menggunakan teori yang telah ditentukan dalam 

kerangka teoretik. Dalam bab ini akan dijabarkan penjelasan hasil 

penelitian yang sejalan dengan teori yang digunakan. 

Bab Kelima, berupa penutup yang memaparkan kesimpulan atau 

hasil dari penelitian yang dikaji. Pada bab ini terdapat saran yang 

diajukan penulis mengenai permasalahan diatas.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan tanah ulayat masyarakat adat marind menganut sistem 

patrilineal, dimana tanah ulayat hanya dapat diwariskan kepada anak 

laki-laki saja, karena dalam adat Marind yang dapat mewarisi marga 

pada keturunan selanjutnya yaitu anak laki-laki, hal ini dilakukan untuk 

penjagaan tanah marga dan tanah adat agar bisa menjadi warisan bagi 

keturunan selanjutnya. Tetapi, pada praktiknya banyak Masyarakat adat 

Marind yang juga memberikan hak tanah maupun membagi hasil dari 

pengelolaan tanah pada saudara perempuannya, hal ini dapat dilakukan 

apabila anak laki-laki rela atau berkenan membagikan hak-hak tersebut 

pada saudara perempuannya. Hak-hak tersebut dapat diperoleh anak 

perempuan apabila belum menikah, jika anak perempuan tersebut 

sudah menikah maka hak-hak pengelolaan tanah maupun hasil dari 

pengelolaan tanah secara otomatis lepas atau hilang. Pelaksanaan 

pembagian hak pengelolaan tanah ulayat dilakukan secara musyawarah 

atau kesepakatan bersama. Dalam musyawarah tersebut kemudian 

melibatkan pewaris dan ahli waris, ketua adat, dan juga saksi-saksi dari 

marga lain, untuk mengetahui batas-batas tanah marga yang ada di 

sekitar tanah adat yang akan diwariskan. Pembagian hak pengelolaan 
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tanah adat tergantung pada hasil musyawarah atau kesepakatan bersama. 

Dengan begitu, hak pengelolaan tidak hanya bersifat kolektif tetapi juga 

dapat bersifat individu. Sistem pewarisan ini juga berlaku bagi 

Masyarakat adat Marind yang beragama Islam, hal ini dilakukan untuk 

tujuan penjagaan nilai-nilai adat serta penjagaan terhadap tanah yang 

dianggap sakral bagi Masyarakat adat Marind. 

2. Dalam penelitian ini menunjukkan adanya dominasi hukum adat 

terhadap hukum Islam, dalam artian bahwa peranan hukum adat lebih 

mendominasi daripada hukum Islam dalam hal pewarisan tanah ulayat 

pada keluarga muslim suku Marind. Hal tersebut dapat dilihat pada 

keluarga muslim suku Marind yang tetap menggunakan hukum waris 

adat Marind. Kemudian posisi hukum Islam terlihat pada pemahaman 

individu Masyarakat adat Marind seperti hak Perempuan atas tanah dan 

hasil dari pengelolaan tanah ulayat. 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman penulis dalam penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

Untuk para peneliti selanjutnya agar mencari tahu lebih dalam 

tentang penelitian ini, karena masih banyak hal yang belum dibahas 

dan diteliti oleh penulis tentang pewarisan tanah adat suku Marind 

yang sangat dalam nilainya bagi Masyarakat adat Marind.  

Perlunya pendalaman penelitian ini karena belum banyak 

penelitian yang membicarakan tentang pewarisan tanah adat Marind 
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yang sangat penting bagi Masyarakat adat Marind. Dan penelitian 

lain tentang adat-adat suku Marind yang sangat unik untuk didalami 

dan dikaji sebagai penelitian, karena belum banyak penelitian yang 

mengkaji atau menulis tentang adat-adat suku Marind. 
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